BAB V
PENUTUP
5.1.Kesimpulan

1. Perjanjian pinjam nama yang terdapat pada perjanjian kredit yang telah dilakukan
oleh pihak debitur maka, telah melanggar syarat sahnya perjanjian yang ke -1 (satu)
dan ke-4 (empat) yaitu sepakat mereka yang mengikatnya dan suatu sebab yang halal.
Bahwa selain melanggar syarat ke-1 (satu) dan ke-4 (empat) adanya perjanjian pinjam
nama yang dilakukan oleh pihak debitur sejak awal melakukan permohonan kredit
dilakukan dengan tidak adanya itikad baik. Meskipun telah melanggar unsur subjektif
dimana adanya unsur penipuan, hal ini bahwa penipuan yang dimaksud adalah adanya
tujuan prestasi yang berbeda dalam menggunakan kredit. Dimana dalam hal ini bahwa
terdapat persamaan dengans sebab suatu yang halal. Oleh sebab itu akibat hukumnya
yaitu batal demi hukum yang disebabkan adanya suatu yang palsu maka pihak bank

tidak dapat megesekusi secara langsung jaminan debitur.

2. Upaya untuk mencegah adanya perjanjian pinjam nama dalam perjanjian kredit maka
pihak bank harus menerapkan prinsip kehati-hatian dengan baik dimana di dalam
prinsip kehati-hatian juga adanya prinsip 5C yaitu Character, Capital, Collateral,
Capacity, dan Condition of Economy. Sehingga pihak bank harus menerapkan prinsip
tersebut dengan baik dan cermat. Selain menerapkan prinsip kehati-hatian juga harus
mengenal nasabah dimana pihak bank harus memeriksa terlebih dahulu kepada Bank
Indonesia mengenai apakah adanya permasalahan kredit atau tidak pada calon nasabah.
Selain mengenal nasabah mengetahui identitas nasabah serta mengawas kegiatan
transaksi nasabah termasuk pelaporan yang mencurigakan. Setelah menerapkan prinsip
mengenal nasabah, maka pihak bank harus melakukan SOP untuk mempermudah
nantinya memberikan kredit kepada calon debitur dengan melihat berkas-berkas calon
debitur serta adanya kordinasi baik pihak bank dengan nasabah. Ketika bank setuju
memberikan kredit maka dibutuhkan pengawasan kredit. Hal ini bahwa dapat diketahui
bahwa pihak bank telah menerapkan prinsip C yaitu telah menyetujui dan memberikan

kredit pada calon nasabah.
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5.2.Saran
1.

Dengan adanya perjanjian pinjam nama dalam perjanjian kredit seharusnya
terhadap pihak bank dalam menyetujui kredit kepada pihak debitur seharusnya
menerapkan SOP, prinsip kehati-hatian serta pengawasan kredit yaitu aktif maupun
pasif terhadap pihak debitur yang ketat, sehingga akan menutup celah atau
mempersempit peluang adanya perjanjian pinjam nama bagi pihak bank maupun
pihak debitur. Juga memudahkan untuk menagih kredit serta pihak bank supaya
membentuk unit khusus untuk mengawasi dan memastikan pihak bank dalam
menjalankan kegiatan usahanya telah menerapkan prinsip kehati-hatian sesuai
yang telah ditentukan dalam beberapa aturan terkait guna mencegah terjadinya

perjanjian pinjam nama dalam perjanjian kredit.

Sebagaimana telah diungkapkan sebelumnya bahwa tidak adanya peraturan
mengenai adanya perjanjian pinjam nama dalam perjanjian kredit. Sehingga bisa
dikatakan adanya kekosongan hukum. Peraturan sebenarnya dibuat sebagai
panduan bersikap tindakan masyarakat yang dapat menentukan mana yang boleh
dan mana yang tidak boleh. Oleh sebab itu, dalam hal ini tidak bisa hanya
menggunakan KUHPerdata saja. Dibutuhkan penambahan peraturan mengenai
perjanjian pinjam yang terdapat pada perjanjian kredit dalam POJK supaya tidak
kembali terjadi pada perjanjian kredit. Serta pihak bank pun tidak akan kesulitan
untuk mendapatkan kembali kredit yang telah diberikan kepada debitur.
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